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ABSTRAK
Latar belakang dan tujuan penelitian untuk mengetahui fenomena, serta 
kesimpulan mengenai pengaruh Kontrol Sosial dan Penerapan Teknologi 
Informasi terhadap Efektifitas Pelayanan Publik di lingkungan masyarakat 
Kelurahan Guntur Jakarta Selatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif, 
teknik analisis data yang digunakan yaitu : uji kualitas data validitas dan 
reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik normalitas, multikolinieritas dan
heterokendatisitas, analisis regresi yaitu regresi sederhana dan berganda, parsial t, 
simultan F dan koefesien determinasi. Pengambilan sampel menggunakan sampel 
jenuh atau sensus. Responden dalam penelitian ini 198 Masyarakat yang berada 
dalam lingkungan administrasi Kelurahan Guntur Jakarta Selatan.
Hasil penelitian sebagai berikut: Hasil analisa uji parsial t pertama
menjawab H0 ditolak dan H1 diterima yaitu terdapat pengaruh Kontrol Sosial 
terhadap Pelayanan Publik. Hasil analisa uji parsial t kedua menjawab H0 ditolak 
dan H2 diterima yaitu terdapat pengaruh Teknologi Informasi terhadap Pelayanan 
Publik. Hasil analisis uji simultan F menjawab Ho ditolak dan H3 diterima yaitu 
terdapat pengaruh secara bersama-sama Kontrol Sosial dan Teknologi Informasi 
terhadap Pelayanan Publik kepada masyarakat yang berada dalam lingkungan 
administrasi Kelurahan Guntur Jakarta Selatan.
Kata Kunci: Kontrol Sosial, Penerapan Teknologi Informasi, Efektifitas 
Pelayanan Publik.
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PENDAHULUAN
Tuntutan terhadap peningkatan 
pelayanan publik yang baik 
danmemuaskan kepada masyarakat 
menjadi suatu kebutuhan yang harus 
dipenuhioleh pemerintah. Pemerintah 
harus dapat mengubah pelayanan 
publik yangburuk menjadi lebih baik. 
Potret buruknya pelayanan publik 
sepertikemacetan, pedagang kaki lima 
liar, sampah, banyaknya parkir liar 
dengan pungutan liar, jalanan yang 
berlubang adalah beberapa isu yang 
seringkali ditemui di kota kita, dan 
terus bertambah seiring perkembangan 
zaman. 
Tidak heran jika begitu banyak 
masyarakat yang mengeluh terhadap 
berbagai permasalahan tersebut, namun 
sayangnya justru sedikit respon 
pemerintah dalam menanggapi keluhan 
tersebut sesegera mungkin, yang bisa 
dirasakan langsung oleh masyarakat. 
Tidak sedikit pula akhirnya masyarakat 
yang kecewa dan antipati terhadap 
kinerja pemerintah saat itu.
Pelayanan publik yang diberikan 
kepada masyarakat juga dinilai belum 
efektif dan efisien. Warga Jakarta harus 
datang untuk melakukan diskusi terkait 
permasalahan ibukota ke instansi-
instansi. Atau harus melakukan 
demonstrasi, unjuk rasa, dan 
sebagainya. Dengan adanya Qlue. 
Jakarta Smart City kini menyampaikan 
keluhan, pendapat, atau aduan warga 
yang menyangkut permasalahan di 
Jakarta menjadi lebih mudah.
Kontrol Sosial merupakan suatu 
sistem yang mendidik, mengajak 
bahkan memaksa warga masyarakat 
untuk berperilaku sesuai dengan nilai 
dan norma-norma sosial agar 
kehidupan masyarakat dapat berjalan 
dengan tertib dan teratur. Dalam proses 
pengandalian sosial yang dilakuakan 
secara terus - menerus maka sacara
tidak langsung akan menyebabkan 
perilaku individu sesuai dengan nilai -
nilai dan pola - pola atau aturan -
aturan yang telah disepakati secara 
bersama oleh seluruh lapisan 
masyarakat tertentu.
Kondisi saat ini kegiatan kontrol 
sosial dilingkungan kelurahan guntur 
bertujuan, menjaga ketertiban, 
kenyamanan dan kebersihan. Untuk 
masalah kemananan lingkungan 
Kelurahan Guntur mempunyai 
beberapa unit kerja diantaranya satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
mempunyai  tugas membantu kepala 
daerah untuk menciptakan suatu  
kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  
dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  
roda  pemerintahan  dapat  berjalan  
dengan  lancar  dan masyarakat dapat 
melakukan kegiatannya dengan aman. 
Sedangkan bidang kebersihan 
lingkungan memiliki Petugas 
Penanganan Prasarana dan Sarana 
Umum (PPSU) di setiap kelurahan. 
Dengan adanya PPSU, kata Basuki, 
banjir di Jakarta tidak seperti dulu lagi 
bahkan genangan pun telah berkurang. 
Keberhasilan PPSU sekarang bukan 
tanpa perjuangan. Layaknya pasukan 
khusus militer, petugas berseragam 
oranye ini mengemban tugas 
menangani persoalan darurat dan kecil 
di wilayahnya seperti membersihkan 
sampah, saluran air, memperbaiki 
trotoar, memangkas dahan pohon, dan 
membenahi kerusakan sarana dan 
prasarana umum lainnya.
Dalam masyarakat penyebaran 
Teknologi Informasi akan membuat 
transformasi pelayanan akan menjadi 
lebih mudah. Teknologi informasi 
dapat mengubah perekonomian desa 
menjadi lebih baik lagi kualitasnya 
dalam sektor Pertanian, Peternakan, 
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Perkebunan dengan cara mencari 
informasi yang sangat penting 
berkaitan pada sektor-sektor tersebut. 
Dan tidak dapat dipungkiri lagi, 
kehadiran teknologi sudah membawa 
pengaruh yang cukup besar sekali 
dalam kehidupan manusia dalam 
berbagai bidang, seperti Politik, 
Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, 
Keamanan dan lain sebagainya Jadi, 
kehadiran teknologi informasi dalam 
kehidupan manusia menjadikan 
teknologi informasi sebagai sumber 
yang dapat dipercaya untuk memenuhi 
sebagian besar keperluan manusia.
Saat ini penerapan Teknologi 
informasi dikelurahan Guntur sudah 
sangat baik, berdasarkan dari 
penggunaan absensi finger prin, 
komunikasi sesama pegawai melalui 
sharing dokumen mengirim laporan 
dengan email. Dan juga sarana 
pelayanan seperti pemberitahuan no 
antrian dan sebagainya sudah 
menggunakan sistem yang terintegrasi, 
dengan ini lebih mempermudah 
melayani masyarakat dalam permintaan 
perijinan dan sebagainya. PemProv 
DKI juga memiliki aplikasi Qlue 
menjadi perangkat lunak untuk 
mengkontrol lingkungan masyarakat 
DKI jakarta. Semakin majunya 
perkembangan zaman yang syarat 
dengan pemanfaatan teknologi 
informasi menyakinkan dapat menjadi 
solusi dalam masalah pelayanan publik 
yang ada.
Pelayanan publik merupakan 
tanggung jawab pemerintah baik pusat 
maupun daerah, permasalahan umum 
pelayanan publik antara lain terkait 
dengan penerapan prinsip-prinsip good 
governance yang masih lemah seperti 
masih terbatasnya partisipasi 
masyarakat, transparasi dan 
akuntabilitas baik dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan atau 
penyelenggaraan pelayanan maupun 
evaluasinya.Kondisi masyarakat yang 
semakin kritis, birokrasi publik dituntut 
harus dapat mengubah posisi dan peran 
(revitalisasi) dalam memberikan 
pelayanan publik. Terjadi suatu 
perkembangan yang sangat dinamis, 
tingkat kehidupan masyarakat yang 
semakin baik, merupakan indikasi dari 
empowering yang dialami oleh 
masyarakattidaklah diadakan untuk 
melayani dirinya sendiri, tetap untuk 
melayani masyarakat serta 
menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota 
masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi 
mencapai tujuan bersama.
Secara nyata pelayanan publik 
dikelurahan guntur memberikan 
pelayanan prima kepada warga yang 
mengurus segala keperluan yang terkait 
dengan administrasi kependudukan. 
Semua urusan mulai dari pengurusan 
KTP, PBB, IMB, sampai kepada 
urusan pernikahan atau perceraian 
bemuara di kantor ini. Hajad hidup 
orang banyak memang memerlukan 
pengakuan administrasi pemerintahan 
agar hidup dan kehidupan dalam 
masyarakat menjadi lebih tenang 
karena segala urusan mempunyai 
kekuatan hukum.
Dengan adanya aplikasi 
pelayanan publik masyarakat hanya 
perlu mendownload aplikasi Qlue 
Jakarta Smart City, setelah mengunduh 
aplikasi tersebut dengan smartphone, 
masyarakat dapat menggunakan Qlue 
Jakarta Smart City untuk 
menyampaikan pendapat, aduan, dan 
lain-lain dengan mudah dan cepat. 
Setelah mengunggah file berupa 
teks atau foto mengenai berbagai 
macam permasalahan yang dijumpai, 
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misalnya tumpukan sampah, jalan 
berlubang dan sanitasi buruk dan lain-
lain, maka laporan ini akan langsung 
masuk dalam situs 
smartcity.jakarta.go.id. Kemudian 
laporan tersebut diproses kepada 
petugas harian atau kesatuan kerja 
perangkat daerah yang berada di daerah 
sekitar lokasi yang dilaporkan. 
Diharapkan dengan masyarakat 
menggunakan aplikasi Qlue. 
Gambar 1.1 Tampilan Qlue
Tabel 1.1 Kuesioner Aplikasi Qlue
berdasarkan dari nilai hasil 
pernyataan No 3 pegawai aktif dan 
tidak aktif terhadap aplikasi qlue, 
responden memiliki nilai 1.2200. 
Dilihat dari garis kontinum yang 
berada pada wilayah tidak aktif dalam 
penggunaan aplikasi qlue,  dengan ini 
disimpulkan rata-rata pegawai pada 
Kelurahan Guntur tidak aktif dalam 
penggunaan aplikasi qlue.
Kontrol sosial merupakan suatu 
mekanisme untuk mencegah 
penyimpangan sosial serta mengajak 
dan mengarahkan masyarakat untuk 
berperilaku dan bersikap sesuai norma 
dan nilai yang berlaku. Dengan adanya 
kontrol sosial yang baik diharapkan 
mampu meluruskan anggota 
masyarakat yang berperilaku 
menyimpang/membangkang. Dalam 
lingkup kerja pegawai kantor kelurahan
kontrol sosial sangat diperhatikan oleh 
pimpinan masing” disetiap pelayanan, 
agar memimimalkan terjadinya keluhan 
masyarakat. 
Dalam kehidupan sehari-hari, 
sepanjang semua anggota masyarakat 
bersedia menaati aturan yang berlaku, 
hampir bisa dipastikan kehidupan 
bermasyarakat akan bisa berlangsung 
dengan lancar dan tertib. Tetapi, 
berharap semua anggota masyarakat 
bisa berperilaku selalu taat, tentu 
merupakan hal yang mahal. Di dalam 
kenyataan, tentu tidak semua orang 
akan selalu bersedia dan bisa 
memenuhi ketentuan atau aturan yang 
berlaku dan bahkan tidak jarang ada 
orang-orang tertentu yang sengaja 
melanggar aturan yang berlaku untuk 
kepentingan pribadi atau 
kelompoknya.Secara rinci, beberapa 
faktor yang menyebabkan warga 
masyarakat berperilaku menyimpang 
dari norma-norma yang berlaku adalah 
sebagai berikut Soekanto (2001:45):
1. Karena kaidah-kaidah yang ada 
tidak memuaskan bagi pihak 
tertentu atau karena tidah 
memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang 
jelas perumusannya sehingga 
menimbulkananekapenafsiran dan 
penerapan.
3. Karena di dalam masyarakat 
terjadi konflik antara peranan-
peranan yang dipegang warga 
masyarakat.
4. Karena memang tidak mungkin 
untuk mengatur semua 
kepentingan warga masyarakat 
secara merata.Pada situasi di mana 
orang memperhitungkan bahwa 
dengan melanggar atau 
menyimpangi sesuatu norma dia 
malahan akan bisa memperoleh 
sesuatu reward atau sesuatu 
keuntungan lain yang lebih besar, 
maka di dalam hal demikianlah 
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enforcement demi tegaknya norma 
lalu terpaksa harus dijalankan 
dengan sarana suatu kekuatan dari 
luar.
Norma tidak lagi self-enforcing
(norma-norma sosial tidak lagi dapat 
terlaksana atas kekuatannya sendiri), 
dan akan gantinya harus dipertahankan 
oleh petugas-petugas kontrol sosial 
dengan cara mengancam atau 
membebankan sanksi-sanksi kepada 
mereka-mereka yang terbukti 
melanggar atau menyimpangi 
norma.Apabila ternyata norma-norma 
tidak lagi self-enforcement dan proses 
sosialisasi tidak cukup memberikan 
efek-efek yang positif, maka 
masyarakat atas dasar kekuatan 
otoritasnya mulai bergerak 
melaksanakan kontrol sosial (social 
control).Menurut Soerjono Soekanto, 
pengendalian sosial adalah suatu proses 
baik yang direncanakan atau tidak 
direncanakan, yang bertujuan untuk 
mengajak, membimbing atau bahkan 
memaksa warga masyarakat 
agarmematuhi nilai-nilai dan kaidah-
kaidah yang berlaku.
Perkembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dalam 
kehidupan kita sehari-hari sekarang ini 
sangat pesat sekali baik mencari 
informasi maupun menerima informasi 
sehingga dapat membantu manusia 
memudahkan permasalahan yang 
sedang dihadapinya.
Saat ini pemerintah DKI jakarta 
mengeluarkan aplikasi pelayanan 
Publik yaitu aplikasi Qlue yang 
menjadi salah satu program Smart City
mampu membantu Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. Sejak diluncurukan enam 
bulan lalu, terdapat 2.400 pengaduan 
masuk ke Dinas Perindustrian dan 
Energi. Menurut catatan dinas tersebut, 
setiap pekan rata-rata aduan yang 
masuk yaitu sebesar 101 aduan.
Jenis pengaduan yang masuk 
rata-rata seputar lampu penerangan 
jalan umum yang padam serta lampu 
yang menyala hingga siang hari. 
Dalama melaporkan aduan, masyarakat 
dapat menyertakan foto sehingga aduan 
dapat terverifikasi benar. Seluruh 
pengaduan tersebut dapat langsung 
ditanggapi. Jika dalam dua hari 
permasalahan tersebut tidak teratasi, 
akan muncul sinyal merah di laporan 
tersebut.
Dengan Qlue, masyarakat kini 
memiliki apresiasi dan kepedulian yang 
tinggi. Masyarakat bisa langsung selfi 
dan mengirimkannya ke kami melalui 
Qlue. Semua pengaduan masyarakat 
yang masuk pasti cepat di respons,
Konsep Smart City yang berawal 
dari World Summit di Bilbao tahun 
2005 tidak hanya memikirkan soal 
teknologi dan informasi yang 
dibutuhkan. Konsep Smart City harus 
didahului dengan perbaikan berbagai 
fasilitas publik seperti transportasi dan 
kebersihan kota.
Konsep Smart City diawali 
dengan pembahasan mengenai 
peningkatan peranan teknologi dan 
informasi dan komunikasi dalam 
pelayanan publik pada World Summit 
2005. Sejak 2013, konsep ini semakin 
banyak diperbincangkan setelah 
diadakannya pertemuan kota cerdas 
dunia di Instanbul. Konsep ini juga 
ingin menjawab tantangan urbanisasi 
yang terjadi di dunia. Dengan ini 
perihal pengaduan pelayanan publik
akan menjadi lebih mudah dikarenakan 
adanya aplikasi qlue. Berdasarkan 
uraian latar belakang diatas penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Kontrol Sosial 
Dan Teknologi Informasi Terhadap 
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Efektifitas Pelayanan Publik Pada 
Kelurahan Guntur Kecamatan 
Setiabudi Kota Administrasi Jakarta 
Selatan)”
Perumusan Masalah
1. Seberapa besar pengaruh kontrol 
sosial terhadap pelayanan Publik 
Kelurahan Guntur Kecamatan 
Setiabudi Jakarta Selatan?
2. Seberapa besar pengaruh teknologi 
informasi terhadap pelayanan 
Publik Kelurahan Guntur
Kecamatan Setiabudi Jakarta 
Selatan ?
3. Seberapa besar pengaruh kontrol 
sosial dan teknologi informasi 
terhadap pelayanan Publik 
Kelurahan Guntur Kecamatan 
Setiabudi Jakarta Selatan ?
KAJIAN TEORI
Kontrol Sosial
Berger dalam Kamanto (2003:65). 
Pengendalian sosial (sosial Kontrol) 
merupakan suatu sistem yang 
mendidik, mengajak bahkan memaksa 
warga masyarakat untuk berperilaku 
sesuai dengan nilai dan norma-norma 
sosial agar kehidupan masyarakat dapat 
berjalan dengan tertib dan teratur.) 
mengartikan pengendalian sosial 
sebagai cara yang digunakan 
masyarakat untuk menertibkan anggota 
yang membangkang.
Teknologi Informasi
William & Sawyer, (2003:56).
Teknologi Informasi adalah teknologi 
yang menggabungkan komputasi 
(komputer) dengan jalur komunikasi 
berkecepatan tinggi yang membawa 
data, suara, dan video .
Pelayanan Publik
Thoha dalam Widodo (2001:77).
Kondisi masyarakat yang semakin 
kritis, birokrasi publik dituntut harus 
dapat mengubah posisi dan peran 
(revitalisasi) dalam memberikan 
pelayanan publik. Terjadi suatu 
perkembangan yang sangat dinamis, 
tingkat kehidupan masyarakat yang 
semakin baik, merupakan indikasi dari 
empowering yang dialami oleh 
masyarakat.
METOTOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah 
dengan menggunakan metode 
penelitian kuantitatif. Yang 
menekankan analisanya pada data-data 
numerikal (angka) yang selanjutnya 
diolah dengan metode statistika. 
Penelitian ini merupakan penelitian 
penjelasan asosiatif yang menguji 
hubungannya kausal antara variabel 
independen yaitu kontrol sosial dan 
teknologi informasi, variabel dependen 
yaitu pelayanan publik.
Populasi dalam penelitian ini dengan 
jumlah 198, metode pengambilan 
sampel mengunakan sampel 
jenuh/sensus
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
Uji Validitas 
Hasil uji validitas dengan jumlah 36 
pernyataan dari ketiga variabel bahwa 
menunjukkan butir pernyataan variabel 
Kontrol Sosial (X1) dan Teknologi 
Informasi (X2)Pelayanan Publik (Y) 
dalam penelitian ini mempunyai nilai 
corrected item-total correlation lebih 
besar dari 0.139.
Uji Reliabilitas 







Berdasarkan tabel 4.8 di atas, variabel 
Kontrol Sosial dengan nilai 0.774 dan 
0.746 adalah reliabel, variabel 
Teknologi Informasi dengan nilai 0.922 
dan 0.885 adalah sangat reliabel dan 
Pelayanan Publik 0.932 dan 0.882 
adalah sangat reliabel dapat 
disimpulkan bahwa seluruh pernyataan 
adalah sangat stabil dan konsisten.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Melihat tampilan grafik normal 
probability plot di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pada grafik normal 
probability plot terlihat titik-titik 
menyebar di sekitar garis diagonal dan 
penyebarannya mengikuti arah garis 
diagonal, sehingga dapat disimpulkan 










Hasil perhitungan nilai Tolerance 
menunjukan tidak ada variabel 
independen yang memiliki nilai 
Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti
tidak ada korelasi atau hubungan antara 
variabel independen yang nilainya 
lebih dari 95%. hasil perhitungan nilai 
variance inflation factor (VIF) juga 
menunjukan hal yang sama tidak ada 
satu variabel independen yang 
memiliki nilai VIF yang lebih dari 10, 
jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi multikolonieritas antara variabel 
independen dalam model regresi.
Uji Heterokendatisitas
Dari grafik scatterplots terlihat bahwa 
titik-titik menyebar secara acak serta 
tersebar baik diatas maupun dibawah 
angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi, 
sehingga model regresi layak dipakai 
untuk memprediksi pelayanan publik 
berdasarkan masukan dari kontrol 
sosial dan teknologi informasi.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda 
diperlukan guna mengetahui koefisien-
koefisien regresi serta signifikansi 







1 (Constant) 25.602 .0629 7.055 .000X1 .153 .104 1.476 .142
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X2 .613 .070 8.769 .000
Berdasarkan hasil perhitungan regresi 
linier pada tabel diatas, maka diperoleh 
persamaan regresinya yaitu Y = 25.602 
+ 0.153 X1 + 0.613 X2.
Pengaruh Secara Parsial t
Uji t dilakukan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh masing-masing 
variabel independen secara individual 
terhadap variabel dependen. Pengujian 
pengaruh antara variabel kontrol sosial 
(X1) teknologi informasi (X2) terhadap 
pelayanan publik (y) dapat dilakukan
dengan uji statistik t (uji parsial).
Adapun tingkat hubungan secara 
parsial yaitu mengunakan analisis 
koefesien determinasi, sebagai berikut:
Model Summaryb






1 .316 .100 .096 6.406
Kontribusi pengaruh kontrol sosial 
terhadap pelayanan publik sebesar 
9.6%
Model Summaryb






1 .589 .347 .344 5.455
Kontribusi pengaruh teknologi 
informasi terhadap pelayanan publik 
sebesar 34.4%
Model Summaryb






1 .595 .355 .345 5.439
Kontribusi pengaruh secara bersama 
kontrol sosial teknologi informasi 











1 (Cons) 23.973 4.269 5.616 .000
X1 .435 .093 4.670 .000
Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 
sebesar  4.670 > 1,972 dan taraf 
signifikansi t lebih kecil sebesar 0.000 
< 0.05. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan dan positif Kontrol 
sosial terhadap Pelayanan publik.







1 (Cons) 21.369 2.229 9.586 .000X2 .546 .053 10.214 .000
Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 
sebesar  10.214 > 1.972 dan taraf 
signifikansi t lebih kecil sebesar 0.000 
< 0.05. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan dan positif 




Model df Mean Square F Sig.
1
Regression 2 1584.807 53.570 .000
Residual 195 29.584
Total 197
Nilai F hitung lebih besar dari F-tabel 
sebesar 53.570 > 2.65 dengan 
signifikansi F sebesar 0,000 < 0,05.
ari hasil uji Simultan (F) diatas maka 
terjawab H0 ditolak dan H3 diterima.
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Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
Kontrol sosial dan Teknologi Informasi 
secara bersama-sama berpengaruh 




Hasil analisis uji regresi, bahwa secara 
parsial maupun simultan variabel 
kontrol sosial dan teknonologi 
informasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pelayanan publik.
Saran 
Kriteria jawaban responden dari 
masing-masing variabel menunjukan 
perolehan skor yang baik, namun 
kiranya Kelurahan Guntur harus secara 
rutin melakukan evaluasi kinerja ditiap-
tiap bagian agar terciptanya pelayanan 
yang maksimal terhadap masyarakat.
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